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ABSTRAKSI
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL
DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

Penelitian mengenai Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya
Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal bertujuan : 1) Untuk
mengetahui tugas dan fungsi kantor pertanahan Kabupaten Kendal, 2) Untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan
swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, 3, Untuk
mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah secara
massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridish sosiologis. Data yang dipergunakan
pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer diperoleh dengan
cara : wawancara, questionare dan observasi langsung dari lapangan yaitu di kantor
pertanahan Kabupaten Kendal dan di desa Plantaran, Kutoharjo serta Mororejo. Data
sekunder diperoleh melalui : penelitian kepustakaan dengan melalui studi pustaka
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum
tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di kemukakan kesimpulan sebagai
berikut : Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan tanah, meliputi pengurusan hak atas tanah dan membantu
masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya, serta membantu masyarakat dalam
melakukan peralihan hak atas tanah. Sedangkan fungsi dari kantor pertanahan di
Kabupaten Kendal adalah : sebagai kontrol sosial dan sebagai tempat untuk
penyimpanan data atau dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal.
Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal meliputi beberapa kegiatan diantaranya
adalah : Kegiatan dalam bidang yuridish, Kegiatan dalam bidang teknis geodesi,
kegiatan dalam bidang administrasi, dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal dan
Upaya untuk Mengatasinya, —diantaranya adalah sebagai berikut: Sulitnya
penyelidikan riwayat tanah di atasi dengan menelusuri riwayat tanah, adanya pemilik
tanah yang tidak sesuai dengan C desa diatasi dengan meneliti kembali terhadap C
desa yang ada, adanya pemilik tanah yang tidak datang pada waktu diadakannya
pengukuran diatasi dengan menunggu sampai pemilik tanah datang, adanya tetangga
batas yang tidak mau menandatangani persetujuan diatasi dengan menunggu sampai
ditandatanganinya persetujuan tersebut, banyaknya C desa yang hilang cara
mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis tentang riwayat
tanah tersebut.

Kata Kunci : Pensertifikatan tanah, Swadaya masyarakat, Kabupaten Kendal.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Telah kita ketahui bersama bahwa tanah mempunyai arti penting bagi
kehidupan manusia karena tanah memberikan manfaat yang begitu besar bagi
manusia. Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat
tanah yang dapat kita rasakan sekarang ini, dimana tanah yang di atasnya didirikan
bangunan untuk tempat tinggal kita. Masalah pertanahan merupakan masalah utama

yang harus dihadapi karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, di samping

masalah pertanahan adalah masalah pertambahan penduduk dimana setiap tahun ’

jumlah penduduk selalu bertambah. Setiap manusia yang hidup ingin mempunyai
tanah sendiri sedangkan jumlah tanah yang ada tidak dapat bertambah atau tetap.
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada umat
manusia di dunia agar dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber yang berﬁngsi
serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa. Dapat diketahui
bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuém
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tetapi
penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya,
sehingga tanah tersebut dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan

pemiliknya dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun negara.
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Seseorang yang mempunyai tanah harus tahu bahwa tanah yang dimilikinya
mempunyai fungsi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang
Pokok Agraria yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, jadi bukan hanya hak
milik saja tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Tanah tersebut tidak
boleh diterlantarkan artinya tanah harus dikerjakan secara aktif agar tidak
menimbulkan suatu permasalahan.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan
khususnya berkaitan dengan tanah, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang
diantaranya adalah perebutan warisan yang pokok perkaranya adalah tanah warisan
yang tidak jelas pembagiannya. Jika hal itu dibiarkan sampai berlarut-larut maka akan
terjadi pembunuhan antar saudara, dan juga masalah penyerobotan tanah karena tanah
tidak dirawat dengan baik oleh pemiliknya dan dibiarkan begitu saja sehingga
menjadi- hutan belukar. Selain itu masalah tanah yang dijadikan jaminan atas suatu
hutang yang tidak jelas mengenai panjang dan lebar tanah tersebut karena belum
adanya sertifikat. Serta dapat kita jumpai dalam suatu pengadilan baik perdata
maupun pidana yang pokok perkaranya adalah tanah.

Nampak sepintas lintas fungsi sosial tanah bagi manusia dan individu. Tanah
dibutuhkan juga untuk keperluan yang lebih luas lainnya. Di sini kita berhadapan
dengan kepentingan umum, namun arti dari kepentingan umum ini belum
didefinisikan dengan tepat. Kepentingan umum ratusan tahun lalu adalah hampir
sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat persekutuan adat. Kepentingan

umum semacam ini dianggap sebagai terlalu sempit atau lokal saja, memang ia
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berkembang lambat laun kedalam suasana kian besar, yakni meliputi persekutuan-
persekutuan huta, dan marga, daerah serta beberapa gabungan desa dan wilayah,
sampai kepada keadaan yang dikenal dewasa ini. Jadi suatu kepentingan umum
adalah bagi orang banyak, kepentingan bersama negara dan bangsa, ia masih perlu
diluruskan sebagai suatu pengertian yang baku. Suatu definisi didalamnya tentu
sudah termasuk kepentingan individu, sebab kita tidak akan mengenal masyarakat
jika tidak mengenal individunya. Kita mengenal masyarakat dengan adanya manusia-
manusia yang tidak mengasingkan diri dari kehidupan sekitarnya dan disitulah
mereka terhubung dengan tanah dimana mereka membangun kehidupan sebagaimana
layaknya.

Kemampuan kita berkeliling di dunia ini akan kita saksikan bagaimana
manusia ingin memperoleh  sebidang tanah untuk 'kehidupannya. Dan setelah
diperolehnya, akan dipertahankan sebagai tempat perumahan, pertanian dan
kebutuhan lainnya. Semakin banyak manusia disuatu tempat yang lazim disebut desa,
kota, wilayah atau apa saja namanya, disitu semakin sulit ditemukan tanah kosong.
Filsuf Confsius mengatakan ribuan tahun lalu kepada muridnya “Jika kita ingin
membangun, bukannya mutlak diperlukan papan, ramuan rumah atau peralatan
lainnya melainkan tempat yang kosong”( John Salindeho, 1994 : 37 ). Yang
dimaksud adalah tanah kosong atau bebas dari pendudukan, bebas dari bangunan

orang dan terutama bebas dari hak orang.



Sering kita dengar sekian banyak pihak membutuhkan tanah untuk sekian
kepentingan. Pemerintah pun membutuhkan tanah untuk kepentingan pasar;---
bangunan sekolah, perumahan, perkantoran, jalan umum dan sebagainya, keadaan ini
dikenal sebagai suatu “konflik kebutuhan”. Mungkin atas suatu areal yang sama
bertumpu sekian banyak kepentingan dan keinginan. Tidak berarti bahwa kita
bersitegang atau berkonflik karena sama-sama membutuhkan tanah. Tetapi begitu
banyak kebutuhan bertumpu pada satu titik untuk mendapat tanah didalam ruang
tertentu.

Kita akan tertolong jika sudah ada konsep tentang tata kota, tata ruang dan
perencanaan tata guna tanah. Kita harus berencana dan bekerja dengan suatu sistem
dan ia harus terpadu dengan sistem-sistem lainnya dalam sistem yang lebih besar dan
bersistem.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan konflik kebutuhan
yang timbul maka perlu diadakannya perlindungan hukum terhadap tanah atau
jaminan kepastian hak atas tanah. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah
untuk memberikan perlindungan atas tanah warga dan kepastian hukumnya.

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah di Indonesia maka pemerintah
telah menginstruksikan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok
Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah.



Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 19 menyebutkan :

L.

2.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan

masyarakat, ‘keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan

penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan

pendaftaran termaksud dalam ayat di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 19 UUPA dinyatakan “Pendaftaran tanah itu akan

dijalankan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh

rakyat yang bersangkutan™ pada memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa

Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah

diseluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Oleh karena

pendaftaran itu dilakukan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan



masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya
terlebih dahulu akan diadakan di kota-kota dan lambat laun akan meliputi seluruh
wilayah Negara. Jadi istilah didahulukan karena kebutuhan lalu lintas sosial ekonomi
serta mengingat penyelénggaraan pendaftaran tanah tersebut memerlukan tenaga
terampil, manajemen, peralatan, sarana dan biaya yang cukup besar, sehingga kita
melihat banyak daerah ti.ngkat 11 sudah mempunyai kantor pendaftaran tanah.
Indonesia menganut stelsel negatif dalam sistem pendaftaran tanah, dalam
hubungannya dengan korversi hak, ditempuh cara yang tepat teliti, aman, murah
sederhana dan dapat dipahami masyarakat luas. Segera setelah semua syarat formal
dipenuhi, dapat saja suatu bidang tanah yang dihinggapi hak milik hukum adat
Indonesia disertifikatkan clengan catatan bahwa karena dianut asas negatif tadi, maka
terbuka kemugkinan untuk menggugurkan hak seseorang atau pihak sekiranya ada
pihak atau orang lain yang lebih berhak atasnya dan itu harus dibuktikan, bilamana
perlu dengan keputusan hakim yang iclah mempunyai kckuatan hukum tetap. Yang
diputuskan oleh hakim adalah siapa yang berhak atasnya bukan menentukan salahnya
pejabat yang menerbitkan sertifikat hak milik. Kecuali dalam hal penerbitan suatu
sertifikat konversi itu terdapat unsur negatif atau terdapat manipulasi negatif, maka
tentu dapat saja scorang pejabat dikenakan tindakan penghukuman tetapi inipun
terlepas dari soal putusan hakim tentang penentuan hak siapa atas tanah sengketa
dimaksud. Menjadi jelas bahwa asas negatif yang dianut dewasa ini dalam hukum

Agraria Nasional adalah “memberikan perlindungan terhadap pemilik yang berhak™.



Berbeda dengan asas positif’ yang memberikan perlindungan pada pemilik yang
“terdaftar” (tercantum dalam hukum tanah). Jadi bukannya sertifikat yang

menentukan hak suatu pihak atau sescorang atas tanah menjadikan hubungan hukum

»
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antara pihak atau orang dengan tanah. Kekuatan sertifikat itu ditopang oleh hubungan
hukum yang dimaksud.

Sebagai akibat hukum dari pendaftaran tanah yaitu diberikan surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian vang kuat terhadap pemegang hak atas
tanah yang disebut sertifikat tanah. Dengan kesadaran asyarakat sehingga
masyarakat mau mensertifikatkan tanahnya untuk menjamin kepastian hukum dan
memudahkan aparat pemerintah dalam tertib administrasi pertanahan.

Teranglah karena dalam sertifikat ditulis mengenai jenis hak, pemegang hak,
keterangan fisik mengenai tanah, beban diatas tanah dan peristiwa hukum yang
penting sehubungan dengan tanah tertentu, dan karena semua itu diisi oleh pejabat
yang berwenang (kepala kantor pendaftaran tanah), maka apa yang dapat dibaca
dalam sertifikat itu harus dianggap benar, dan oleh peraturan perundangan dinyatakan
sebagai bukti yang kuat (Effendi Perangin, 1986 : 6).

Dengan pensertifikatan lanah secara massal dengan swadaya masyarakat, kita
dapat melihat arti dari pada massal adalah melibatkan orang banyak sedangkan arti
dari pada swadaya adalah dengan kekuatan atau tenaga sendiri, jadi di sini dalam
pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat biaya penSertiﬁ katan

tanah ditanggung olch masyarakat sendiri tanpa bantuan dari BPD atau APBD.



- - Dengan diadakannya persertifikatan tanah sccara massal dengan swadaya
masyarakat dengan biaya keseluruhan dipikul secara bersama-sama dal.am suatu
daerah, dengan demikian tujuan pemerintah dalain bidang pertanahan yakni
mengadakan pendaltaran tanah di scluruh wilayah Republik Indonesia dapat écgcra
terwujud, karena masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat.

Dengan adanya hal kenyataan diatas maka penulis merasa tertarik mengambil
judul skripsi : “PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL DENGAN
SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN

KENDAL”.

B. Perumusan Masalah.

Untuk perumusan masalah terscbut diatas - penuiis perlu - merumuskan
masalah-masalah yang hendak penulis teliti. Adapun perurausan masalah tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya

masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ?

Wl

Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal
dalam pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu dan apa

upaya untuk mengatasinya ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penzlitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal
dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pensertifikatan

tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal..

D. Kegunaan Penelitian.

I. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan pensertifikatan tanah secara
massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2. Ingin memperoleh gambaran yang nyata tentang masalah-masalah yang dihadapi
dalam bidang pertanahan yang menyangkut masalah pendaftaran tanah,

pensertifikatan tanah dalam memperoleh kepastian hukum.

E. Metode Penelitian.

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-

metode sebagai pedomaﬁ penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menenﬁukar;,
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah jika dikaitkan
dengan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami obyek yang
menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1989:28). Dalam

hal ini ada beberapa metode yaitu :



1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan
membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang
terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan yang akan diteliti adalah proses
pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, apakah sudah sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan di peroleh hasil yang di
harapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih besar.

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian akan dipakai cara deskriptif namun tidak terbatas pada
pengumpulan dan penyusunan data belaka akan tetapi akan mengadakan analisa
dan juga interpretasi tentang arti dari data tersebut guna memecahkan masalah
yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan spesifikasi penelitian maka penulis
dapat menggambarkan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan
swadaya massyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sehingga
penulis dapat memperoleh kebenaran yang penulis inginkan.

3. Metode Populasi atau Sampling.

Dalam hal ini populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah para
pihak yang ada kaitanya atau yang berhubungan dengan pelaksanaan
pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal,

kaitannnya populasi yang sangat begitu besar dan luas maka tidak mungkin
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penulis meneliti semua populasi yang ada, untuk itu penulis cukup mengambil
sebagian saja untuk di teliti sebagai sample dari seluruh populasi yang ada yaitu
di desa Kutoharjo, Plantaran dan desa Mororejo.
. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang-diperlukan dan bersifat kualitatif maka di
lakukan pendekaﬁ ilmiah, agar dapat mempertinggi efisiensi kerja dalam
lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata di dalam
penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu : data primer
dan data sekunder.
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang di teliti
melalui :
1) Wawancara
Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung
dengan objek yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh data yang
diperlukan dan tidak menyimpang dari apa yang akan penulis kemukakan.
2) Questionare.
Yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan
tentang masalah yang akan diteliti.
3) Observasi.
Yaitu penyusunan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung

dan sistematis terhadap objek yang di teliti.



b. Data Sekunder.

Yaitu data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang

diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung ,dalam bentuk Study

Kepustakaan atau dokumenter, yang terdiri dari :

1

2)

Bahan Hukum Primer :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah.

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan
Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

'Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau

Kotamadya.

Bahan Hukum Sekunder :

Effendi Bachtiar, 1978, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan
Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.

Harsono Budi, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
Parlindungan, 1998, Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah

Menurut UUPA, Alumni, Bandung.



- Salindeho John, 1994, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian, 1989, Metode Penelitian Survai, |
LP3ES, Jakarta.
- Sumitro Ronny Hanitijo, 1989, Metode Penelitian Hukum dan
Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
c. Bahan Hukum Tersier :
- Purwodarminto WIS, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta.
5. Metode Analisis Data
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif
karena penelitian ini bertitik tolak peraturan yang ada sebagai norma hukum
positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada
usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan

monografis dari responden.

F. Sistimatika Penulisan.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis membuat sistimatika penulisan
sebagai berikut :
BAB 1 Pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yaitu :

- Latar Belakang Masalah
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Perumusan Masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Kegunaan Penelitian

Metode Penelitian

Sistimatika Penulisan

BAB II berisi Tinjauan Pustaka terdiri dari :

Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah
Maksud dan tujuan pendaftaran tanah
Prosedur pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah secara massal dan perorangan

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis

Gambaran Umum Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Tugas dan-Fungsi dari Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal.
Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya
Masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Hambatan Yang di Hadapi dan Cara Mengatasinya

BAB IV berisi Penutup

Kesimpulan

Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah.

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia
karena kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari tanah, begitu besar
manfaat yang diberikan tanah pada umat manusia di dunia.

Jika kita lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
maka dinyatakan bahwa “Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang
merupakan satuan bidang yang terbatas” dan ita yang merupakan objek dari
pendaftaran tanah di Indonesia.

Menurut WIS Poerwodarminto (1997 :1006), tanah diartikan sebagai bumi
dalam arti :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
2. Keadaan bumi.

3. Permukaan bumi yang beri batas.

4. Daratan.

Seseorang yang memiliki tanah, ia tidak boleh menggunakan tanahnya
seenaknya sendiri tetapi di sini kepemil ikannya dibatasi dalam arti seseorang pemilik
tanah tidak dapat menggunakan tanah yang dimilikinya tadi sesuai dengan kehendak
dan kepuasan sendiri, batasan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-undang

Pokok Agraria yaitu “Bahwa semua hak atas tanah dapat mempunyai fungsi sosial”,

15
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berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan
bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya,
apalagi jika penggunaan tanah tersebut sampai menimbulkan kerugian pada
masyarakat. Penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaan dan sifat
daripada haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tanah yang sudah jelas letak dan
batas-batasnya perlu didaftarkan, pendaftaran tanah didasarkan pada tanah bukan
pada pemiliknya saja.

Pendaftaran sendiri berasal dari kata Cadaster (bahasa belanda jadaster) suatu
istilah teknis untuk suatu rgcord (rekaman), menunjuk kepada luas, nilai dan
kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. (Parlindungan,
1999 : 18). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan :
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridish dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.
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Sedangkan Objek Pendaftaran Tanah meliputi :

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak

guna bangunan dan hak pakai.

2. Tanah hak pengelolaan.

3.  Tanah wakaf.

4.  Hak milik atas satuan rumah susun.

5. Hak tanggungan.

6. Tanah negara.

Dalam hal tanah negara sebagai objek, pendaftarannya dilékukan dengan cara

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah ncgara dalam daftar tanah.

Untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran
tanah dalam sejarah pertanahan di Indonesia, yang uniform dan berlaku secara
Nasional sebagai konsckuensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, LN. 1997 No.59, tanggal 8 juli 1997 dan baru berlaku pada tanggal 8 oktober
1997 (Pasal 66), sebagai perintah dari Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yang
berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,
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b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat
yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria, oleh pemerintah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomér 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat”, dalam Pasal tersebut
terkandung arti bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia jadi
sudah semestinya pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa beserta apa yang
terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ketentuan ini
juga termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi

“Geluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di



dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
Nasional”. Dan ketentuan itu juga dijabarkan lagi dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-
undang Pokok Agraria yang berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3
Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Negara di sini tidak perlu memiliki tetapi cukup menguasai yang berarti
memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia
yang sebesar-besarnya, bahwa Negara tersebut sebagai organisasi kekuasaan Bangsa
Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan tanah,
wewenang dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pokok
Agraria yaitu :
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.



Jadi jelaslah bahwa Negara hanya bersifat mengatur tidak bersifat mutlak memiliki,
di sini kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara tanah, manusia dan
Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa hal yang bersifat normatif tentunya
harus terus kita perjuangkan agar praktek-praktek yang sekiranya menurut pendapat
kita tidak benar dapat kita atasi berdasarkan norma yang sudah ada. (Parlindungan,

1994 : 86).

B. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Pokok Agraria telah disebutkan bahwa
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemeﬁntah”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas yaitu Pasal 19 ayat 1 Undang-undang
Pokok Agraria maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997..Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria tersebut oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur lebih lanjut sebagai
penegasan tentang hak tersebut, tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 yaitu ;



Pendaftaran Tanah bertujuan :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah,
sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek
fisik dan yuridish dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar terbuka untuk
umum. Sedangkan pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf ¢ Undang-undang Pokok Agraria, Untuk hak
atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan. Sedangkan menurut Penyusun kamus pusat pembinaan dan
pengembangan bahasa cetakan ke-3 (1990 : 829) yang dimaksud dengan sertifikat
adalah surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang

yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.
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Dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap
bidang atas satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak
atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Menurut Parlindungan (1999 : 2), Sehingga jelaslah Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 ini memperkaya ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok
Agraria yaitu :

1. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya
diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2. Di zaman informasi ini maka kantor pertanahan sebagai kantor digaris depan
haruslah terpélihara dengan baik, setiap informasi yang diperlukan untuk sesuatu
bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan
pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi itu penting
untuk dapaf memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu
data fisik dan data yuridish termasuk untuk satuan rumah susun informasi tersebut
bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang
diperlukan atas sebidang tanah atau bangunan yang ada.

3. Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal
yang wajar.

Dengan terselenggaranya Pendaftaran Tanah, dimaksudkan bahwa :

- Para pemegang hak atas tanah mudah membuktikan hak atas tanah yang

dikuasainya.
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- Para pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli atau calon kreditur mudah
" memperoleh informasi mengenai tanah yang akan menjadi objek perbuatan
hukum yang akan diiakukan.

- Bagi pemerintah menjadi bahan dan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijaksanaan pertanahan.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria ada beberapa ketentuan yang
meletakkan dasar hukum untuk wajib daftar atas pemegangnya, terhadap hak atas
tanah yaitu :

- Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-l;etentuan yang telah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan

Menteri Agraria.
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- Pasal 23 (1)

-Pasal 32 (1)

- Pasal 38 (1)

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas
dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan
dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan
pembebanan dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya,
demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut,
harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 19.

Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya,
demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus

didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Dengan didaftarkannya hak atas tanah yang bersangkutan akan membawa

kepastian hukum karena dengan pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah

tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak yang disebut

sertifikat kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat terhadap hak atas tanah yang dipegang.

Jadi maksud dan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk

menjamin kepastian hukum yang dimaksud kepastian hukum di sini adalah kepastian



yang menyangkut bidang keagrariaan, khususnya mengenai  kepemilikan dan

penguasaan tanah yang meliputi :

1. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang yang
disebut juga kepastian mengenai subjek hak dan kepastian haknya.

2. Kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta bidang-bidang tanah yang disebut
juga kepastian mengenai objek hak.

Dengan demikian orang yang memiliki tanah merasa lebih mantap dalam
mengelola dan memudahkan mengurus tanahnya apabila akan dijual, dihibahkan dan
diwariskan, karena sudah jelas letak, batas-batasnya serta luas bidang tanah tersebut,
apabila tanahnya sudah didaftar karena orang yang secara nyata menguasai sebidang
tanah belum tentu orang tersebut yang berhak atas tanah tersebut.

Dengan adanya pendaftaran tanah diharapkan tumbuh suatu kesadaran dalam
hati masyarakat dan orang-orang pemilik tanah khususnya untuk mendaftarkan
tanahnya, karena dengan pendafiaran tanah akan memberikan kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah, baik mengenai subjek maupun kepastian mengenai objek
hak atas tanah tersebut, yang datanya sudah ada atau disimpan di kantor pertanaha;n

agar dikemudian hari dapat memudahkan siapapun yang akan melihat data tersebut.

C. Prosedur Pendaftaran Tanah.
Prosedur pendaftaran tanah dilaksanakan secara bertahap dan berurutan mulai
dari pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan sampai dengan penyimpanan daftar

umum dan dokumen. Dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



1997 dijelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalan proses pendaftaran
tanah adalah :
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
2. Pembuktian hak dan pembukuannya.
3. Penerbitan sertifikat.
4. Penyajian data fisik dan data yuridis.
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap tahap adalah sebagai
berikut :
1. Pengumpulan dan pengelolaan data ﬁsik meliputi kegiatan :
a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
b. Penetapan batas bidang-bidang tanah
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran
d. Pembuatan daftar tanah
e. Pembuatan surat ukur
2. Pembuktian hak dan pembukuannya meliputi kegiatan
a. Pembuktian hak baru
b. Pembuktian hak lama

¢. Pembukuan hak



3. Penerbitan sertifikat tanah

Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam
buku tanah.

4. Penyajian data fisik dan data yuridish.

Dalam penyajian data fisik dan data yuridish, kantor pertanahan
menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum, daftar umum
ini terdiri dari :

a. Peta pendaftaran
b. Daftar tanah
c. Surat ukur

" d. Buku tanah
e. Daftar nama.

5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan

sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor
pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkah oleh Menteri,

sebagai bagian tidak terpisahkan dari daftar umum.



D. Pendaftaran Tanah Sacara Massal dan Perorangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah
dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, tertuang dalam Pasal 1 ayat 10 dan ayat 11
yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa atau kelurahan (Pasal 1 ayat 10 PP No. 24 Th 1997).

2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian (Pasal 1 ayat 11 PP No. 24 Th 1997).

Jadi pendaftaran tanah secara sistematik yang meliputi wilayah satu atau
sebagian desa' atau kelurahan, yang dilakukan atas prakarsa pemerintah, sedangkan
pendaftaran tanah secara sporadik meliputi bidang-bidang tanah atas permintaan
pemegang atau penerima hak bersangkutan secara indifidual atad massal.

Pendaftaran tanah secara massal dapat dilakukan secara sistematik maupun
secara sporadik, pendaftallén tanah secara massal dengan cara sistematik dilakukan
atas prakarsa pemerintah didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di
wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk melaksanakan tugas ini
kepala kantor pertanahan dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri

atau pejabat yang ditunjuk.
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Pendaftaran tanah secara massal dengan cara sporadik dilakukan dalam hal
suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagi wilayah pendaftaran tanah secara
sistematik, sedangkan pendaftaran tanah secara perorangan diajukan oleh seseorang

untuk mendapatkan hak atas tanah atau sebidang tanah tidak secara kolektif.
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

1. Letak Geografis

a. Kecamatan Kaliwungu terletak dalam :

Wilayah pembantu bupati  : Kaliwungu

Kabupaten : Kendal

Propinsi : Jawa Tengah

b. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terletak diantara : 101°13-110°18

bujur timur dan 6°32-6°58 lintang selatan.

¢. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terbagi dalam 15 (lima belas) desa

yaitu :

D
2)
3)
4
3)
6)
7

8)

Desa Kedungsuren
Desa Darupono
Desa Magelung
Desa Protomulyo
Desa Sukomulyo
Desa Plantaran
Desa Kumpulrejo

Desa Karang Tengah
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9) Desa Sarirejo

10) Desa Krajan Kulon
11) Desa Kutoharjo
12) Desa Sumberejo
13) Desa Nolokerto
14) Desa Mororejo '
15) Desa Wonorejo

d. Batas-batas wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Singorojo

Sebelah Barat : Kecamatan Brangsong

Sebelah Timur : Kecamatan Tugu Kota Semarang

~e. Ketinggian tanah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah :
4,5 meter dpl.

f. Suhu udara rata-rata pada siang hari adalah 32°C sedangkan pada malam hari
adalah 26°C.

g. Luas wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dirinci menurut
penggunaannya adalah sebagai berikut :
1) Tanah sawah (menurut jenis pengairannya)

- Tehnis : 189,00 Ha
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- Setengah tehnis :1269,47 Ha
- Non tehnis :2500 Ha
- Tadah hujan 189,00 Ha

2) Tanah kering (dirinci menurut jenisnya)

- Pekarangan :910,05 Ha
- Tegalan :1.572,82 Ha
- Tambak ) : 1.486,02 Ha
- Hutan (negara) : 3.585,75 Ha
- Lain-lain :1.642,69 Ha

Luas tanah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dirinci
menurut penggunaannya ada dua tanah yaitu tanah sawah dan tanah kering,
tanah sawah terbagi dalam empat kelompok yaitu tehnis, setengah tehnis, non
tehnis dan tadah hwan.

Sedangkan dalam tanah kering terbagi dalam lima kelompok yaitu
tanah pekarangan, tanah tegalan, tambak, hutan dan lain-lain yang bukan
tanah tersebut, tanah kering mempunyai jumlah atau luas yang lebih besar
jika dibandingkan dengan tanah sawah.

Baik tanah sawah atau tanah kering harus diusahakan atau dikerjakan
secara optimal agar mempunyai hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi
masyarakat secara luas khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten

Kendal.
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2. Keadaan Penduduk

a. Keadaan penduduk menurut kelompok umur berdasarkan data di Kecamatan

Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebanyak 88.742 orang terdiri dari

43.662 laki-laki dan 45.080 perempuan.

Dibawah akan disajikan tabel yang memuat data penduduk menurut jenis

kelamin.
Tabel 1.
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Desa Laki-laki Perempuan Jumlah
1. | Kedungsuren 4.053 4238 8.291
2. | Darupono 914 927 1.841
3. | Protomulyo 4.031 3.915 7.946
4. | Magelung 3.485 3.461 6.946
5. | Plantaran 3.962 4.201 8.163
6. | Sukomulyo 2.291 2427 4718
7. | Kumpulrejo 1.195 1.248 2.443
8. | Karang Tengah 1.048 1.034 2.082
9. | Sarirejo 2.474 2.524 4998
10. | Krajankulon 4625 5.026 9.651
11. | Kutoharjo 5.126 5.222 10.348
12. | Nolokerto 2.818 2.954 2772
13. | Sumberejo 2.703 2.887 5.590
14. | Mororejo 3.089 3.183 6.272
15. | Wonorejo 1.848 1.833 3.681

Jumlah 43.662 45.080 88.472

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.



b. Banyaknya penduduk menurut kelompok umur

Dengan adanya data penduduk ini maka kita dapat mengetahui banyaknya

penduduk di Kecamatan Kaliwungu menurut kelompok umur secara jelas.

Data Penduduk di Kecamatan Kaliwungu Menurut Kelompok Umur

Tabel 2.

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 4951 5.013 9.964
5-9 5.711 5.459 11.170

10-14 5.501 5.198 10.699

15-19 4.454 4319 8.773

20-24 3.362 3.908 7.270

25-29 3.458 3.778 7.236

30-39 5.833 5.869 11.702

40 - 49 3.624 4.062 7.686

50 -59 3.270 3:588 6.858

60 - Keatas 3.498 3.886 7.384
Jumlah 43.662 45.080 88.742

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

¢. Jumlah penduduk di atas 5 tahun dirinci menurut pendidikan

Data penduduk menurut pendidikan akan mengungkapkan beberapa jenis

pendidikan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mulai dari yang

paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.



Tabel 3.
Data Tentang Banyaknya Penduduk Di atas S Tahun

Dirinci Menurut Pendidikan

Keterangan Jumlah
Tidak sekolah 7.077
Tidak tamat SD 9.410
Belum tamat SD 13.611
Tamat SD 27.892
SLTP 12.895
Tamat SLTA 6.317
Akademi 1.576

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

. Banyaknya penduduk di atas 10 tahun yang bekerja dirinci menurut mata
pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian akan memberikan keterangan
beberapa jenis mata pencaharian penduduk sebagai penghidupan sehari-hari,
dimana dengan adanya mata pencaharian tersebut penduduk dapat memenuhi
sebagian kebutuhannya. Dengan adanya data di bawah ini maka kita dapat
mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat yang berada di Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh
Industri dan petani sendiri, jumlah petani lebih sedikit karena banyaknya
masyarakat yang tidak memiliki tanah atau ladang sendiri mereka lebih

cenderung untuk menyewa tanah.



Tabel 4.

Data Tentang Banyaknya Penduduk Di atas 10 Tahun

Yang Bekerja Menurut Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah
1. | Petani 9.177
2. | Buruh tani 14.601
3. | Nelayan 171
4. | Pengusaha 453
5. | Buruh industri bangunan 19.463
6. | Pedagang 5.229
7. | Pengangkutan 1.124
8. | PNS/ABRI 896
9. | Pensiunan 787
10. | Lain-lain 4933

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

. Banyaknya pemeluk agama

Dari data tabel yang ada kita dapat mengetahui agama apa saja yang dianut
dan diyakini penduduk di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dengan
adanya data tersebut di bawah ini maka agama Islam mempunyai jumlah yang
sangat besar jika dibandingkan dengan égama lainnya, namun dengan adanya
perbedaan tersebut diharapkan masyarakat jangan terlalu membedakan antara
agama satu dengan agama yang lain karena semua agama mempunyai tujuan

yang sama yaitu adanya unsur kebaikan.



Tabel 5.
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Data Tentang Banyaknya Pemeluk Agama Di Kecamatan Kaliwungu

Kabupaten Kendal

No Agama Jumlah
1 Islam 87.951
2. | Kristen Protestan 339
3. | Kristen Katholik 392
4. | Budha 27
5. | Hindu 53
6. | Lain-lain -

Sumber : Data Statistik di Kecamatan Kaliwungu, tahun 2002.

Sarana dan prasarana yang tersedia

Menurut data yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terdapat

beberapa sarana dan prasarana diantaranya adalah sebagai berikut :

1)

Sarana pendidikan
a) TK

b) SDN

¢) SD swasta

d) Ml

e) SLTPN

f) SLTP swasta

g) MTs

: 19 buah
: 40 buah
2 buah
: 12 buah
:2 buah
:4 buah

:2 buah



2)

3)

4)

5)

h) SMUN

1) SMU swasta

j) SMK

k) MA

Sarana tempat ibadah
a) Musholla

b) Masjid

c) Gereja

d) Kuil / Pura

Sarana kesehatan

a) RSU

b) Puskesmas

c) Puskesmas pembantu
Sarana komunikasi
a)TV

b) Radio

¢) Listrik PLN

d) Telephon

Sarana olah raga

a) Sepak bola

b) Volley

:1 buah
:2 buah
: 1 buah

: 1 buah

: 253 buah

: 41 buah

2 buah

1 buah

: 1 buah
- 1 buah

-3 buah

: 6.421 buah
- 1.842 buah

: 14.850 buah

238 buah

: 11 buah

: 34 buah
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c) Bulu tangkis : 39 buah
d) Tenis . 1 buah

Dengan adanya suatu sarana dan prasarana yang menunjang maka
diharapkan akan mendorong semangat kerja dari aparat yang bersangkutan
baik yang ada di desa, kecamatan dan yang berada di kantor pertanahan di
Kabupaten Kendal, sarana dan prasarana yang ada di atas tersebut tidak hanya
dapat dinikmati oleh pejabat saja di sini masyarakat juga dapat menikmati
sarana dan prasarana yang ada.

Sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak hanya dinikmati saja
melainkan juga harus dirawat layaknya kita memiliki suatu barang yang kita
sayangi dengan begitu sarana dan prasarana yang tersedia akan terjaga dan
tidak mudah rusak.

Semakin banyak sarana dan prasarana yang tersedia di desa maka
akan semakin maju tingkat sosial dan pengetahuan masyarakatnya walaupun
hal itu kurang menjamin tapi itu semua tergantung daﬁ masyarakat sendiri
apakah dia berkeinginan untuk maju atau tidak, di sini pemerintah hanya
menyediakan sarana dan prasarana saja.

Kita dapat melihat contoh misalnya ; pemerintah telah menyediakan
sarana yang berupa pendidikan lengkap dengan tenaga pengajarnya, hal ini
sangat berguna sekali jika masyarakat mau mendaftarkan anaknya untuk
sekolah, lain halnya jika masyarakat enggan mendaftarkan maka sarana itu

akan terbuang secara sia-sia.



B. Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kendal.

1.

Tugas badan pertanahan adalah sebagai berikut :
Badan pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan
mengembangkan administrasi p;ertanahan baik berdasarkan Undang-undang
Pokok Agraria maupun peraturan Perundang-undangan lain yang meliputi
pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak
atas tanah, pengukuran dan pend%iftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan
masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.
Tugas kantor pertanahan
Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional dalam lingkup w.i]ayah Kabupaten atau Kota yang
bersangkutan. |
Pengertian fungsi adalah bahwa perhimpunan tersebut sebagai wadah

penyerap dan penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial
timbal balik antar anggota dalam usaha mewujudkan tujuan perhimpunan.
Fungsi badan pertanahan.
Badan pertanahan menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan penggunaan tanah.
b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah

dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.
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c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam
upaya memberikan kepastian hak dibidang pertanahan.

d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib
administrasi dibidang pertanahan.

e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan serta
pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan dibidang administrasi

pertanahan.

)

Lain-lain yang ditetapkan olch presiden.
4. Fungsi kantor pertanahan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan, penguasaan tanah, penatagunaan
tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran
tanah.

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan, penguasaan tanah,
penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengurusan dan pendaftaran
tanah.

c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal.

Sedangkan tugas dan fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal
adalah sama dengan tugas dan fungsi kantor pertanahan di Kabupaten lain.
Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan tanah, yang meliputi pengurusan hak-hak atas tanah baik
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tanah itu sudah bersertifikat atau belum bersertifikat, dan membantu masyarakat
dalam mensertifikatian tanahnya baik secara individual ataupun secara massal,
serta membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah baik
peralihan itu secara jual-beli, waris dan lain sebagainya.
Fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal.

Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini kantor pertanahan
di Kabupaten Kendal mempunyai beberapa fungsi lagi diantaranya adalah :
sebagai kontrol sosial atas kepemilikan tanah khususnya di Kabupaten Kendal,
maksudnya adalah bila ada masyarakat yang telah melakukan tindakan yang
kurang benar atau menyimpang dari ketentuan yang ada maka kantor
pertanahan wajib menindaknya dengan kata lain seseorang tidak boleh memiliki
tanah lebih dari yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain fungsi di
atas maka fungsi lain yang tak kalah pentingnya adalah : Kantor pertanahan di- -
Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai tempat untuk penyimpanan data
atau dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal, jadi bila ada
suatu masyarakat yang ingin memperoleh data yang berkaitan dengan tanah
maka masyarakat tersebut dapat datang ke kantor pertanahan khususnya kantor
pertanahan di Kabupaten Kendal, tetapi ada suatu catatan yang sangat penting
bahwa data yang diperolehnya itu tidak boleh disalah artikan atau disalah

gunakan, jadi masyarakat tersebut harus mempunyai itikat baik.
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C. Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya
Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
1. Latar belakang pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria yang mulai berlakunya pada tanggal 24 September
1960, maka dualisme yang dulu ada dalam hukum pertahanan di Indonesia
sebelum tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 dualisme tersebut dihapuskan dan pada tanggal 24 September 1960 hanya
ada satu hukum pertanahan yaitu hukum pertanahan nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terscbut, maka disitu termuat suatu
perintah yaitu dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka diharapkan
masyarakat yang memiliki tanah supaya mau untuk mendaftarkan tanahnya yang
kemudian akan diterbitkan suatu sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan juga
sebagai alat bukti yang sah.

Sertifikat sebagai alat bukti yang sah memberikan kepastian hukum bagi
pemegangnya, selain itu sertifikat juga dapat dijadikan suatu jaminan untuk
mengambil hutang di bank manakala kita perlu, baik bank itu milik pemerintah
ataupun milik swasta, dengan adanya sertifikat pihak bank mempercayai bahwa
tanah tersebut benar-benar miliknya sehingga dapat dijadikan suatu jaminan atas

suatu hutang.
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Banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa seseorang yang
mempunyai sertifikat atas tanah mempunyai hak mutlak yang tidak dapat
diganggu gugat, hal itu merupakan suatu anggapan yang salah karena walaupun
sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat tidak berarti sertifikat yang telah
diterbitkan mempunyai kekuatan mutlak akan tetapi sertifikat tanah tersebut dapat
dirubah melalui proses peradilan yang mempunyai kewenangan penuh untuk
membatalkan atau sebaliknya menetapkan suatu sertifikat atas nama seseorang
yang lebih berhak, karena itu tidak benar jika ada masyarakat yang beranggapan
bahwa pemegang sertifikat adalah mempunyai hak mutlak atas suatu pemilikan
tanah dan juga tidak benar kalau sertifikat adalah satu-satunya alat bukti yang sah
dan tak tergoyahkan, itu semua tergantung pada pembuktian dalam suatu perkara
di peradilan.

Pemegang sertifikat dapat melakukan atau mengadakan suatu perbuatan
hukum yang diantaranya jual beli, hibah, wasiat dan waris, selain itu pemegang
sertifikat juga dapat melakukan pembebanan suatu hak tanggungan atas tanahnya
baik untuk suatu hutang atau jaminan untuk memperoleh pinjaman uang di bank
tetapi dengan catatan harus ada akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) setempat.

Dengan melihat pengertian tersebut di atas masyarakat makin mengerti
manfaat sertifikat sehingga masyarakat berusaha sepenuhnya untuk mendaftarkan
tanahnya, tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai nilai

ekonomi yang lemah masalah biaya pensertifikatan tanah yang dirasakan cukup
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tinggi menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan, maka oleh karena itu
diambil suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan
melaksanakan penserﬁﬁkatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat. 4

Dengan diadakannya pensertifikatan tanah secara massal diharapkan
masyarakat mau mensertifikatkan tanahnya karena masyarakat di sini sangat
diuntungkan karena biayanya lebih ringan bila dibandingkan dengan
pensertifikatan tanah secara perorangan ataﬁ individu. Di sini biaya
pensertifikatan tanah secara massal dapat ditekan agar dapat meringankan bagi
masyarakat tetapi ada suatu catatan bahwa untuk luas tanah tidak boleh
merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan, jika kita melihat pensertifikatan tanah
secara perorangan yang jauh lebih mahal karena pensertifikatan tanah secara
perorangan mulai dari biaya pendaftaran, pengukuran, pemetaan dan biaya-biaya
lain sampai dengan terbitnya sertifikat ditanggung oleh orang pribadi atau orang
yang mendaftarkan tanahnya tersebut.

Pensertifikatan tanah secara massal dilaksanakan untuk mengatasi suatu
permasalahan dimasyarakat dalam mensertifikatkan luas bidang tanahnya,
permasalahan tersebut diantaranya :

a. Biaya pensertifikatan tanah yang sangat mahal.
b. Proses pensertifikatan tanah yang cukup lama dan membuang banyak waktu.

c. Masyarakat kurang mengetahui tata cata pensertifikatan tanah.
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d. Keengganan masyarakat untuk mensertifikatkan tanah karena kurangnya

pengetahuan dalam hal ini.

Pensertifikatan tanah secara massal di samping untuk mengatasi suatu

permasalahan di atas, juga dalam rangka penertiban pemilik hak atas tanah yang

sebenarnya, karena ada sebagian pemilik tanah yang tidak sesuai dengan letter C

atau C desa yang berada di desa, hal ini disebabkan karena adanya peralihan hak.

Untuk mengatur tertib pertanahan dan administrasi pertanahan maka

Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor pertanahan Kabupaten Kendal

telah mengambil suatu kebijakan untuk mengadakan pensertifikatan tanah secara

massal dengan swadaya masyarakat.

Sehingga ada suatu dasar yang menjadi pertimbangan diadakannya

pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat diantaranya :

a.

Sebagian besar warga Kecamatan Kaliwungu bermata pencaharian buruh
industri, buruh tani dan petani sendiri.

Banyak tanah di Kecamatan Kaliwungu yang belum bersertifikat.

Biaya pensertifikatan tanah secara massal dapat terjangkau jika dibandingkan
dengan perorangan.

Untuk menghindari adanya penjualan tanah di bawah tangan.

Banyak sebagian masyarakat yang sudah mengetahui arti pentingnya
sertifikat.

Untuk menata catur tertib pertanahan khususnya tertib administrasi

pertanahan.
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Dengan adanya suatu pertimbangan-pertimbangan di atas maka beberapa
pemerintah yang ada di desa Kecamatan Kaliwungu memandang perlu untuk
mengajukan permohonan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya
masyarakat.

Usaha untuk mengadakan pensertifikatan tanah secara massal de_ngan
swadaya masyarakat merupakan suatu proses untuk mendapatkan bukti hak atas
tanah yaitu berupa sertifikat yang dilaksanakan secara terpadu dimana pihak
badan pertanahan nasional menyediakan tenaga untuk memberikan pelayanan
secara langsung kepada masyarakat, dilain pihak masyarakat bertujuan untuk
mendapatkan sertifikat secara bersama-sama dengan biaya yang terjangkau dan
waktu yang sangat cepat. Dengan adanya koordinasi antara desa, kecamatan dan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengadakan pensertifikatan tanah
secara massal dengan swadaya masyarakat, dari desa harus menyediakan yang
menyangkut letter C atau C desa yang sudah disahkan oleh camat dan sudah
dilegalisir. Dalam pensertifikatan tanah secara massal diharapkan pelaksanaannya
ada suatu koordinasi yang baik antara desa, kecamatan dan kantor pertanahan
serta masyarakat sendiri. Dengan adanya pensertifikatan tanah secara massal
maka akan semakin banyak tanah yang bersertifikat dan hal ini akan
memudahkan untuk mengetahui data tanah yang sudah mempunyai hak atas

tanah.
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Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya
pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, baik bagi pihak
Badan Pertanahan Nasional maupun masyarakat sendiri.

a. Keuntungan bagi Badan Pertanahan Nasional yaitu pegawai kantor
pertanahan dapat memberikan pelayanan dalam pensertifikatan tanah secara
massal langsung kepada masyarakat, serta mendidik petugas-petugas
pelaksana pendafiaran tanah untuk menunjukkan pengabdiannya secara
langsung kepada masyarakat.

b. Keuntungan bagi masyarakat
Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pensertifikatan tanah secara
massal dengan swadaya masyarakat bagi masyarakat antara lain :

1 Masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara cepat.

2) Prosedur yang mudah dan biaya terjangkau.

3) Untuk mendorong sebagian masyarakat ekonomi lemah agar dapat
mendaftarkan tanahnya.

4) Dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

5) Adanya suatu kesadaran masyarakat dalam bidang pertanahan.

6) Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pertanahan.

7) Diperolehnya suatu sertifikat sebagai alat bukti pemilikan tanah yang sah.

Di samping beberapa keuntungan di atas pensertifikatan tanah secara
massal dengan swadaya masyarakat akan dapat menunjang catur tertib pertanahan

yaitu :
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a. Tertib hukum pertanahan.
Yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan yaitu penguasaan pemilikan
dan pénggunaan tanah telah ditandai dan berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

b. Tertib administrasi pertanahan.
Tertib administrasi pertanahan yaitu pelayanan dibidang pertanahan yang
sederhana, lancar, tertib, murah, tepat waktu dan tidak berbelit-belit sehingga
tercipta tertib tata usaha pertanahan yang berarti tersedianya data fisik dan
data yuridish yang lengkap.

c. Tertib penggunaan tanah.
Tertib penggunaan tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak maka
penerima hak mempergunakan tanah tersebut sekedar untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan tanah tersebut.

e. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup yaitu telah diusahakan agar
tidak terjadi kerusakan tanah dan tetap terjaga kesuburan tanah yakni dengan
memasang tanda batas dan menata kembali lingkungan dengan membuat
sarana umum.

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Dalam melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya

masyarakat dilakukan berbagai kegiatan yaitu:



a. Kegiatan di desa, yaitu meliputi :

Masyarakat di desa yang ingin mensertifikatkan tanahnya mengajukan usul
kepada kepala desa atau perangkat desa kemudian perangkat desa
menanggapi usul dari warga desanya setelah itu kepala desa bersama dengan
perangkat desa dan warga desa sendiri beserta tokoh masyarakat mengadakan
suatu musyawarah, jika dalam musyawarah terjadi suatu sengketa maka
sengketa itu harus diselesaikan terlebih dahulu, dalam hal ini desa Mororejo,
desa Plantaran dan desa Kaliwungu menemukan beberapa sengketa atau
permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :

- Terjadinya tawar menawar mengenai tarif pengukuran atas tanah karena
masyarakat tidak mengetahui besarnya tarif tersebut padahal tarif tersebut
sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.

- Ketidak puasan warga karena pemasangan tanda batas dilakukan oleh
‘masyarakat sendiri, di sini warga menginginkan pemasangan tanda batas
dilakukan oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Kendal.

- Kurangnya pengetahuan yang dimiliki warga karena seseorang yang
memohonkan suatu sertifikat harus meminta persetujuan tanda batas dari
tetangganya atas suatu bidang tanah yang dimilikinya.

Setelah permasalahan atau sengketa terselesaikan melalui hasil pembahasan

dan terjadi suatu keputusan yang benar-benar falit maka hasil musyawarah itu

dituangkan dalam keputusan desa dan setelah itu kepala desa mengajukan
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permohonan kepada kantor pertanahan untuk mengadakan pensertifikatan

tanah secara massal di desanya tersebut.

Ada suatu syarat yang harus dilengkapi dalam megajukan permohonan

tersebut yaitu :

1) Mengisi blangko permohonan yang sudah dipersiapkan.

2) Mengisi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon.

3) Surat pernyataan dari penjual apabila terjadi perubahan jual-beli, waris
dan hibah.

Setelah mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan
Kabupaten Kendal, desa menyiapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan
petunjuk dari kantor pertanahan yaitu :

1) Diadakan penyuluhan kepada masyarakat di desa tersebut yang kemudian
diikuti dengan memberikan pengertian-pengertian tentang arti pentingnya
pendaftaran tanah dan pentingnya sertifikat.

2) Diadakan pengukuran batas bidang-bidang tanah yang selanjutnya
diadakan penelitian apakah tanah yang didaftarkan telah memenuhi
persyaratan:

Setelah desa menyiapkan hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan
dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat, maka
langkah selanjutnya adalah kepala desa memberitahukan kepada warga
desanya, tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam

pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pensertifikatan tanah
secara massal dengan swadaya masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Tanah tersebut harus terletak dalam wilayah Desa yang menjadi objek
pensertifikatan tanah secara massal.
2) Pemohon harus memiliki letter C atas namanya sendiri atau sesuai dengan
C desa. |
3) Tanah tersebut tidak dalam sengketa.
4) Membayar biaya pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya
masyarakat, biaya tersebut tergantung pada luas bidang tanah.
Tabel 6.
Tarif Pengukuran Tanah Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

No | Luas (M2) | Tarif (Rp) Ket

1 200 19.500 Untuk pengukuran atas 1 (satu)
2 400 30.000 bidang tanah dikenakan biaya
3 600 39.0600 transport ~ sebesar  Rp.15.000,-
4, 800 47.000 (lima belas ribu rupiah)

5. 1.000 55.000

6 1.500 73.000

7 2.000 90.000

8 2.500 106.000

9 3.000 122.000

10. 3.500 137.000




No | Luas (M2) | Tarif (Rp) Ket
. 2,000 152.000
12, 4.500 166.500
13 5.000 181.000
14, 6.000 209.500
1. 7.000 237.000
16. 8.000 264.500
17. 9.000 291.500
18. | 10.000 318.000
19. | 20.000 573.500
20. | 30.000 819.000
21. | 40.000 1.055.000
22. | 50,000 1.295 500
23| 60.000 1.530.000
24. | 70.000 1.762.500
25. | 80.000 1.993.500
26. | 90.000 2.223.500
27. | 100.000 2.452.500

Sumber : Data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, tahun 2002.

Tarif Pengukuran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2002, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 03

Tahun 2001 sebagai dasar hukum.
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Setelah proses pengajuan diterima oleh kantor pertanahan
Kabupaten Kendal kemudian diumumkan selama dua bulan terhitung mulai
tanggal pengumuman oleh kantor pertanahan lewat kepala desa, pengumuman
ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan
untuk mengajukan keberatan terhadap batas yang telah ditetapkan, apabila
jangka waktu pengumuman tesebut tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan maupun sanggahan maka dapat dibuatkan sertifikat.

Berdasarkan hal-hal yang ada di atas maka kita dapat mengetahui
peranan kepala desa dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan
swadaya masyarakat, peranan kepala desa dalam hal ini adalah sebagai

berikut :

Menampung aspirasi dari masyarakat menyangkut pensertifikatan tanah

secara massal dengan swadaya masyarakat.

- Ikut membina kepada masyarakat dalam pensertifikatan tanah secara
massal dengan swadaya masyarakat.

- Ikut memonitor atan memantau jalannya pengukuran, pemetaan sampai
dengan terbitnya sertifikat. v

- Membantu kelancaran tugas administrasi dalam pensertifikatan tanah

secara massal dengan swadaya masyarakat.

- Meneliti letter C atau C desa, apakah sudah sesuai atau belum.



- Memberikan penyuluhan, penjelasan, bimbingan dan pengarahan kepada
masyarakat menyangkut pensertifikatan tanah secara massal dengan
swadaya masyarakat.

- Mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pensertifikatan
tanah secara massal dengan swadaya masyarakat.

- Mendiskusikan dan mencarikan jalan keluar jika ada suatu permasalahan
atau sengketa dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya
masyarakat.

Pensertifikatan tanah secara massal bukanlah tugas pokok kepala
desa, dalam pensertifikatan tanah secara massal kepala desa berfungsi untuk
membantu saja atau menjembatani antara masyarakat dan kantor pertanahan
dalam mensertifikatkan tanah secara massal.

b. Kegiatan di kantor pertanahan.

Setelah kantor pertanahan menerima permohonan dari kepala desa,
maka aparat kantor pertanahan datang ke desa untuk mengadakan penyuluhan
tentang arti, manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah sampai dengan
terbitnya sertifikat dan juga memberikan penjelasan syarat-syarat dan juga
segala sesuatu yang diperlukan dalam pendaftaran tanah.

Setelah mengadakan penyuluhan maka petugas kantor pertanahan
bersama dengan kepala desa meneliti apakah terjadi suatu permasalahan, jika

terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka kantor pertanahan bersama
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dengan kepala desa atau perwakilannya menyelesaikan sengketa tanah
tersebut.

Apabila sudah ‘tidak ada permasalahan maka petugas kantor
pertanahan melaksanakan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
didampingi oleh kepala desa atau perangkat desa sebagai saksi dan juga
bersama pihak yang memiliki tanah atau yang berbatasan dengan bidang
tanah tersebut.

Setelah mengadakan pengukuran maka tugas terakhir kantor
pertanahan adalah mengeluarkan sertifikat tanah untuk orang-orang yang
berhak atas tanah tersebut. Setelah sampai dengan diterbitkannya sertifikat
maka tugas kantor pertanahan telah selesai dalam pensertiﬁka_tan tanah secara
massal dengan swadaya masyarakat. |

Secara garis besar pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal
meliputi beberapa kegiatan, kegiatan tersebut antara lamn sebagai berikut :

1). Kegiatan dalam bidang yuridish.
Kegiatan dalam bidang yuridish yaitu mengumpulkan keterangan-
keterangan mengenai nama pemilik, nomor C nya, nomor persil dan
riwayat tanah yang bersangkutan.

2). Kegiatan dalam bidang teknis geodesi.
Kegiatan dalam bidang geodesi yaitu melaksanakan pemetaan,

pengukuran dan menentukan letak, luas serta batas tanah.
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3). Kegiatan dalam bidang administrast.
Kegiatan dalam bidang administrasi yaitu mencatat dan membukukan
hasil kegiatan tersebut dalam suatu daftar umum sampai dengan
memberikannya surat-surat tanda bukti hak atas tanah maupun
keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah tanah.
4). Kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan,
bimbingan, pengarahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan
dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya
masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
3. Hasil Yang Di Capai
Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal di desa Plantaran,
Kutoharjo dan Mororejo di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat
dikatakan berhasil dengan baik, walaupun sebelumnya ada suatu sengketa atau
permasalahan baik ditingkat desa maupun ditingkat pengadilan, di sini dapat kita
lihat bahwa jumlah sertifikat yang dimohonkan sebagian besar sudah jadi, ini
semua berkat kerjasama yang baik antara perangkat desa, masyarakat dan petugas
kantor pertanahan yang berada di Kabupaten Kendal, tanpa suatu kerjasama yang
baik tersebut tidak mungkin sertifikat yang dimohonkan dapat jadi dengan
sempurna dan berjalan dengan lancar, kita dapat melihat hasil yang sudah dicapai

dalam tabel sebagai berikut :
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- Sedangkan yang Konsolidasi ada dua tahap yairtu:

Tahap | - Jumlah pemohon sebanyak 350 bidang dan
Tahap I : Jumlah pemohon sebanyak 108 bidang, dan kesemuanya itu
sudah jadi.
6l
TABEL 7.

Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat

Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Hasil
No. Desa Pemohon Jadi Belum Ket
1. | Plantaran
- Massal 504 497 7 Di BPN
- Konsolidasi
Tahap I 350 350 -
Tahap I1 108 108 -
2. | Kutoharjo
- Tahap1 41 41 -
- Tahap II 19 19 -
3. | Mororejo 80 50 30 Di BPN

Kita dapat melihat pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu :
a. Desa Plantaran.

- Di desa plantaran melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dalam
satu tahap yaitu pada tahun 2000 dengan jumlah pemohon 504 bidang
tanah yang dimohonkan dan hasil yang sudah jadi adalah 497 bidang
sedangkan yang 7 bidang sisanya itu masih dalam proses di Kantor

pertanahan tetapi sudah sampai dalam proses persidangan.
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3). Kegiatan dalam bidang administrasi.

Kegiatan dalam bidang administrasi yaitu mencatat dan membukukan

hasil kegiatan tersebut dalam suatu daftar umum sampai dengan

memberikannya surat-surat tanda bukti hak atas tanah maupun

keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah tanah.

4). Kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan,

bimbingan, pengarahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan

dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya

masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

3. Hasil Yang Di Capai

Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal di desa Plantaran,
Kutoharjo dan Mororejo di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat
dikatakan berhasil dengan baik, walaupun sebelumnya ada suatu sengketa atau
permasalahan baik ditingkat desa maupun ditingkat pengadilan, di sini dapat kita
lihat bahwa jumlah sertifikat yang dimohonkan sebagian besar sudah jadi, ini
semua berkat kerjasama yang baik antara perangkat desa, masyarakat dan petugas
kantor pertanahan yang berada di Kabupaten Kendal, tanpa suatu kerjasama yang
baik tersebut tidak mungkin sertifikat yang dimohonkan dapat jadi dengan
sempurna dan berjalan dengan lancar, kita dapat melihat hasil yang sudah dicapai

dalam tabel sebagai berikut :
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TABEL 7.
Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat

Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Hasil
No. Desa Pemohon Jadi Belum Ket
1. | Plantaran
- Massal 504 497 7 Di BPN
- Konsolidasi
Tahap I 350 350 -
Tahap 11 108 108 -
2. | Kutoharjo
- Tahap I 41 41 -
- Tahap II I3 19 -
3. | Mororejo 80 50 30 Di BPN

Kita dapat melihat pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu :
a. Desa Plantaran.

- Di desa plantaran melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dalam
satu tahap yaitu pada tahun 2000 dengan jumlah pemohon 504 bidang
tanah yang dimohonkan dan hasil yang sudah jadi adalah 497 bidang
sedangkan yang 7 bidang sisanya itu masih dalam proses di Kantor

pertanahan tetapi sudah sampai dalam proses persidangan.
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- Sedangkan yang Konsolidasi ada dua tahap yairtu :

Tahap | : Jumlah pemohon sebanyak 350 bidang dan
Tahap Il : Jumlah pemohon sebanyak 108 bidang, dan kesemuanya itu
sudah jadi.

- Konsolidasi adalah dari tanah pertanian menjadi pemukiman tetapi tidak
melewati pengeringan.
b. Desa Kutoharjo.

Di desa Kutoharjo melaksanakan pensertifikatan tanah secara massal dalam

dua tahap :
Tahap | : adalah pada tahun 1994 sejumiah 41 bidang,
Tahap 11 - adalah pada tahun 2000 sejumliah 19 bidang.

c. Desa Mororejo.
Di desa Mororejo melaksanakan satu kali pensertifikatan tanah secara massal
pada tahun 2000 dengan jumlah pemohon 80 bidang tanah yang sudah jadi
sejumlah 50 bidang sedangkan sisanya yang 30 bidang masih dalam proses di
kantor pertanahan.

Dari keterangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat
senang dengan adanya program pensertifikatan tanah secara massal dengan
swadaya masyarakat, karena selain untuk memperoleh jaminan kepastian hukum--
atas tanah, pensertifikatan tanah juga mempunyai beberapa manfaat diantaranya

adalah sebagai berikut



a. Pemegang sertifikat hak atas tanah dapat dengan mudah melakukan
perbuatan hukum berkaitan dengan objek hak atas tanah misalnya dalam
transaksi jual-beli, hibah, wasiat, tukar menukar maupun perbuatan hukum
lain.

b. Dengan sertifikat diperoleh kepastian hukum baik subjek maupun objek hak
atas tanah. -

c. Dalam kegiatan usaha pemegang hak atas tanah dapat mempunyai nilai
lebih seperti dalam kegiatan dalam permodalan (jaminan Bank) dan
kepastian hukum untuk melakukan kegiatan usaha.

d. Dengan sertifikat adanya suatu rasa aman untuk mempergunakan dan
memanfaatkan tanahnya secara efektif.

e. Dengan sertifikat status tanah akan menjadi lebih jelas.

f. Bagi pemerintah dengan adanya sertifikat merup;kan data karena
pemerintah dapat melakukan atau menyusun rencana tata ruang kota,
rencana pengembangan daerah dan pelaksanaan pembatasan tanah.

g. Dengan adanya sertifikat, pemerintah dapat mengetahui data pemilikan atau

penguasaan atas tanah yang berlebihan.

D. Hambatan Dan Cara Mengatasinya.
Dalam pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ada beberapa hambatan diantaranya

sebagai berikut :
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1. Dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya

masyarakat masih dijumpai kesulitan-kesulitan dalam penyelidikan riwayat
tanah atau sejarah tanah karena disebabkan adanya prﬁktek—praktek
penjualan tanah di bawah tangan yang kejadiannya berlangsung dalam
waktu yang cukup lama sehingga ada kemungkinan satu bidang tanah sudah
pindah tangan beberapa kali dan tidak didaftarkan terlebih dahulu.
Cara mengatasinya adalah dengan mengadakan penyuluhan di bidang
pertanahan serta memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam hal
melakukan jual-beli tanah dan juga mengadakan penelusuran tentang
riwayat atau asal usul tanah tersebut

2. Adanya beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa pohon yang berada
di depan rumah merupakan batas-batas tanah.

Cara mengatasinya yaitu dengan menentukan batas tanah yang benar,
kepada pemilik tanah yang berscbelahan diadakan persetujuan mengenai
batas-batas tanah yang menjadi hak miliknya.

3. Adanya pemilik tanah yang tidak sesuai dengan daftar pemilik buku C desa
yaitu dengan tidak diketemukannya nomor C desa sehingga tanah sulit
dibukukan.

Cara mengatasinya dilakukan penelitian kembali yang memerlukan
ketekunan dan kesabaran serta harus dilakukan secepatnya agar tidak

menghambat jalannya pensertifikatan tanah secara massal.



4. Terbatasnya tenaga lapangan dari kantor pertanahan khususnya tenaga yang
menangani tekhnik pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan
pendaftaran tanah.

Cara mengatasinya harus disediakannya tenaga yang profesionalisme yang
dapat menangani tekhnik pengukuran dan pemetaan secara cepat, tepat dan
teliti serta dapat dibantu oleh aparat desa tersebut.

5. Adanya l;eberapa pemohon yang setelah diteliti tanah yang dimohonkan
telah atau sudah bersertifikat.

Cara mengatasinya dengan mengembalikan permohonan itu atau
permohonan ditolak.

6. Pada waktu dilakukan pengukuran pemilik tanah dan atau tetangga batas
tidak dapat hadir.

Cara mengatasinya pengukuran ditunda sampai pemilik tanah atau kuasanya
serta tetangga batasnya dapat hadir.

7. Ketika akan dilakukan pengukuran ternyata banyak patok yang belum
terpasang, mereka beranggapan bahwa petugas kantor pertanahan sudah
tahu secara persis batas-batas tanahnya.

Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan penyuluhan supaya sesegera
mungkin memasang patok.

8. Adanya pemasangan patok yang dilakukan masyarakat, yang tidak sesuai

dengan ukuran yang sebenarnya.
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Cara mengatasinya dilakukan pengukuran kembali sesuai dengan data yang
ada dalam C desa.

9. Ada beberapa tetangga batas yang tidak puas terhadap batas-batas tanahnya
dan tidak mau menandatangani persetujuan tersebut.

Cara mengatasinya dengan menunggu sampai diselesaikannya dahulu
sengketa batas tersebut.

10. Letter C satu bidang tanah yang dilampirkan dipermohonan ternyata setelah
diteliti di lapangan menunjukkan bahwa tanah yang dimohonkan lebih darn
satu bidang.

Cara mengatasinya dengan mencarikan letter C yang lainnya sesuai dengan
C desa.

11. Adanya data masyarakat yang minim karena buku C desa yang ada di desa
banyak yang rusak bahkan hilang setelah adanya pergantian aparat desa
yang baru.

Cara mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis
tentang riwayat tanah tersebut.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut di atas yang pada akhirmya
sebagian besar dapat teratasi berkat kerjasama antara masyarakat, aparat desa dan
petugas kantor pertanahan yang berada di Kabupaten Kendal sendiri maka
kemudian pensertifikatan tanah secara massal dapat berjalan dengan lancar dan

berhasil dengan baik.
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Kita dapat melihat komentar masyarakat berkaitan dengan pensertifikatan
tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam hal ini
masyarakat menyambut baik dan senang tentang adanya pensertifikatan tanah
secara massal dengan swadaya masyarakat, masyarakat berharap pada tahun yang
akan datang agar diadakan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya
masyarakat karena masyarakat telah mengetahui bahwa pada dasamya sertifikat
tanah mempunyai beberapa manfaat bagi masyarakat sendiri yaitu selain adanya
perlindungan bagi hak-hak tanahnya dapat pula meningkatkan status sosial
masyarakat. -

Dengan adanya hasil yang telah dicapai dapat diketahui sebagian warga
desa Plantaran, Kutoharjo dan Mororejo turut berpartisipasi dan v mendukung
sepenuhnya program pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah,

semuanya itu dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan dan

permasalahan tetapi kemudian dapat diselesaikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumya maka dapat disimpulkan sebagai

berikut : |

1. Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat kbususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan tanah, yang meliputi pengurusan hak-hak atas tanah baik
tanah itu sudah bersertifikat atau belum bersertifikat, dan membantu
masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya baik secara indifidual ataupun
secara massal, serta membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak
atas tanah baik pelaihan itu secara jual-beli, waris dan lain sebagainya.
Sedangkan fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah :
sebagai kontrol sosial dan juga sebagai tempat untuk penyimpanan data atau
dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal.

2. Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat
di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal meliputi beberapa kegiatan
diantarany}a adalah : Kegiatan dalam bidang yuridish, kegiatan dalam bidang
teknis geodesi, kegiatan dalam bidang administrasi, dan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat

68
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3. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahzin di Kabupaten Kendal
dalam Pensertifikatan Tanah Secara Massal di Kecamatan Kaliwungu dan
Upaya untuk Mengatasinya, diantaranya adalah sebagai berikut : Sulitnya
penyelidikan riwayat tanah upaya mengatasinya dengan menelusuri riwayat
tanah, adanya pemilik tanah yang tidak sesuai dengan C desa diatasi dengan
meneliti kembali terhadap C desa yang ada, adanya pemilik tanah yang tidak
datang pada waktu diadakannya pengukuran diatasi dengan menunggu sampai
pemilik tanah datang, adanya patok yang belum terpasang saat akan
diadakannya pengukuran diatasi dengan menunggu sampai patok tersebut
telah benar-benar terpasang, adanya tetangga batas yang tidak mau
menandatangani  persetujuan  diatasi  dengan  menunggu  sampai
ditandatanganinya persetujuan tersebut, banyaknya C desa yang hilang cara
mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis tentang

riwayat tanah tersebut.

B. Saran

1. Perlunya menambah jumlah tenaga pelaksana di lapangan yang menangani
teknis pengukuran, Jdan pemetaan untuk pendaftaran tanah.

2. Perlu adanya birokrasi pertanahan yang cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-
belit.

3. Perlu ditingkatkannya profesionalisme kerja dart kantor pertanahan.
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Bagi masyarakat yang sudah memahami betapa pentingnya suatu sertifikat
diharapkan memberitahukan kepada masyarakat lain yang kurang tahu arti
pentingnya suatu sertifikat.

Bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu membayar sertifikat secara
massal, hendaknya dapat dibebaskan dari segala biaya yang dibebankan
dalam pendaftaran tanah.

Pensertifikatan tanah secara massal ini hendaknya dikembangkan dan
ditingkatkan pelayanannya sampai keseluruh desa-desa yang nantinya akan
memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri.
Pemilik sertifikat hendaknya merawat, menyimpan sertifikatnya dengan baik
dan jangan sampai rusak maupun hilang, sebab jika sertifikat sampai rusak
apalagi hilang maka untuk memperoleh scrtifikat yang baru harus mel;alui
prosedur yang agak sulit dan butuh biaya yang sangat besar.

Bagi masyarakat yang melakukan jual-beli dihadapan notaris atau Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), diharapkan notaris tersebut memberitahukan
kepada desa bahwa telah terjadi jual-beli tanah, hal ini untuk memudahkan
perangkat desa dalam menarik Pajak Bumi dan Bangunan.

Perlunya meningkatkan profesionalisme kerja menyangkut tugas dan fungsi
dari kantor pertanahan Kabupaten Kendal.

Adanya transparasi atau keterbukaan dalam melaksanakan pensertifikatan

tanah secara massal dengan swadaya masyarakat
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PEMUIGINTAL KEABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN DAERAH

( BAPEDA )
Alamat : Jalan Raya No. 191 Telp. (0294) 581225 IKENDAL - 51311

Nomor : 070/ 07 / Bpd Kendal. ....8...danuard.......... s 20.03

Lampiran :

Parihal : Pemberitahuan tentang Kepada Yth. : :
P‘e'zksanaan Penelitian Sdr. .Kepala.Kanter. Rertanahan.......
oleh ..o,

.............................................................................................

............................................................

Kendal

Dengan hormat ,

Menunjuk  Surat Bupali Kepala Daeral Tingkat !l Kendal Tanggal 31 Januari 1981
nomor : 070. 399 perihal ijin penelittan dan surat rekomendasl penclitian yang kami keluarkan
tanggal ........... 8...Januard,. 2003, ... No. : ... 070../ . 02.. [ . Bp&ereeennnn ( terlampir )

maka bersama ini kami hadapkan petugas penecliti lersebut.
Diharapkan Saudara bisa memberikan pengarahan dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.N. BUPATI KENDAL

ngggz{;ﬁiﬁ\@)}:‘@n;%ww AENDAL
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. ;:‘ 104 ;;

[ 4

N \L-HEaci\leind Juryati....)
5 MIRL-056620 175
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TEMBUSAN : Kepada Yth. S s

1. Br.. Bupati..Kendal. (sebagni laporan)
2. Yang bersangkutan . .




PEMEIINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN DAERAILL

( BAPEDA )
Alamat : Jalan Raya HNo. 191 Telp. (0294) 581225 KENDAL - 51311

s o™

SURAT REKOMENDAS! PENELITIAN
NOMOR : €76/ 87 / Bpd

DASAR . Sural Bupatl Kepala Dacrah Tingkat i Kendal tanggal 31 Januarl 1981
Nomar 070.399, :

M EM BACA 1. Burat Kepnla Badan Kesniuun Bansun dn F":‘lf‘néungm

Mneyarakat Propinesd Jawn Mengah tangeel 2412
homor. O70/077E/XT1/2008 ek -1a-anon

2.

Yang-berlanda langan dibawali Inl Kepala  DBadan Perencanacn Daeralh  (BAPEDA)  Kabupaten
Kendal Lerlindak atas nama Bupall Kendal, nenyalalkan tigal keberatan atas pelaksanaan penelitian
dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh

Nama . AgUS KUPRLAWAR i i

.........................

Peker)aan : Mahasiswa B Y S ..... reeeesareessissanasee
Alamal . Iatukanpan RE G2/VII Kutohardo. Kendald o
Penanggung Joawab UHAE . MALPUL S B e S o N Kafiuge s+ oooeen s
. Maksud / Tujuan . Fenglitiax. ™ Jencerti fikﬂt&l\""f«’mah“'seczlru"xaoaal .........
dengan. fuadaysa. Ha ayacakot.dd. Kee. Kaldwunge: Lak«Kendal"

.................................................................................................................

6:Lokast . K00, KOLAMURER . KaD.a. KORAAL corsereersssssisioresss s
Dengan ketentuan - kelentuan scbag_al berikut : .

a. Pelaksanaan - penclitlan lidak dts?lal1 gunakan unluk lujian yang dapal menggangqu kestabilan
Pcmqunlahl

b. Sebelum pelaksanaan penelillan longsung kepacdla respondent. maka harus terlebih  dahulu
melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa setempat.

c. Selelah penelitfan selesai agar supaya memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada

“ BAPEDA Kendal. '

V. Sur.al ifin penelitian ini berfaku ... }9..P.o..@.‘?.’?.b.ﬁ.r...aQQa..ﬁ/d..5.0...Jnnwmi...290}.., ..................

TEMBUS/:N : Kepada Yih. . e

Dikeluarkan di  : KENDA L
Pada langgal . 8 Januari 2003

=N BUPTI KENDAL
A AR T SN
7 BEPAEH BABRDA KXBUPATEN KENDAL

PN \
A retaris

By Bupnti. Keadal. {sebagai lapotan) Y« 3. Nuxyatd..)

SRR )

................

..............
.......................................................



PRHSRINTAL KARUPATEN KENLAL
FROUAMAT AN Gl LKA

Jalan Raye Barat Jalivaipu,Teln.?51121 Kode Pow.51372

$ TR AT ST R A TSP AT ARSI ST M e I 2Tt g T T T T T T T R anins IS S B SRR s s e ST ST T T T S STt e 22D
falivunzu, 4 Pebruari 2003,
Nomor . 979/ 80 .

Lampiran ; -
Perihal : Poadoritahuan tentang ‘ Kepada ‘Tth.
Pelakeancan Fenelitiane

1e Kepala Desa Plantaran

2o fepala Lawva Kufoharjo ;

- %, apaln Deas Hurorejo ;

' @ Topsle Desz Nolokerts

Qi 2
Maslng-wesiog Gomont,.

Bordassrkan surat Bupati Kendal Nomor 3 070/07/Bpd.tanggal 8-
- Januari 2003, perihal tersebut ponda pokok curai,
Berkaitan dengan alma dilaksanacan penelitian 62 Desa aaudara nals, -

~ dengen ini kami hadaskan

~-Nama | + Agus Kurniawen ;

- PaYerisan 1 Rabasfswa 3

~2lanat s Patulangan R.02/ V1T Zukoharjo Kalivuwagu -
Zabupaten Leadsl '

~ Maksud/ Tujuan s Perclitian » PENSERTIFITATAN TANAH SECARA -

TAS54L VERGAN SWADAYA MASTARAKAT D1 K&CAHA=-
Tal ZALIVUAGCY XAEUDATONW WhauaAL 9 3

-~-Lokasi ' 31 Xecamatan Xaldwungn Mabhupaten Kendal,

Salenjutnya untuk nelaksarman veanelitian tersebut dimiata -
xepads saudara agar dapat memberikan bimbingen ttinigs serts dbimbingan

leirnoye,

Demildan wntuk menjadiian maklum dan ates erjs sems yang baiik
4i sampaikan terima kasih.

WBMEU3AN 3 Kepads Yih,

¢, ¥epala Bapeda Kubupaien Tendal H o L 3 L Qe
1 : £ty Tingkat I.

2. 3dr. sgas “arniaven d/a.Patukangan v« 3 500 T2 225,

R£.,02/¥1) Kutoharje Faliwungu ;
3. A r 8 {1 Pe



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA PLANTARAN

‘Alamat : JI Raya Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu. Telp.(0294)741066.

KETERANGAN RISET
Nomor : 070.16/11/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Plantaran
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
Menerangkan bahwa Mahasiswa UNISSULA SEMARANG yang
tersebut dibawah ini : ' '

-Nama : Agus Kurniawan

- Tempat/ Tgl Lahir : Kendal, 15 Pebruari 1981
-NIM- 03994825

- Fakultas . : Hukum

- Alamat : Kp. Patukangan Desa Kutoharjo

Kec. Kaliwungu — Kab. Kendal.

Pada tanggal 13 Pebruari 2003 s/d 20 Pebruari 2003 telah
mengadakan riset tentang Pensertifikatan Tanal Secara Massal Dengan
Swadaya Masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

' Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.




I

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA KUTOHARJO
JI. Raya No. 185 Kaliwungu 51372 Telp. (0294) 741049
Kode Desa : 33.24.08.2 13

KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kutoharjo

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Menerangkan bahwa Mshasiswa Unissula Semarang yang tersebut di-

bekah ini s
-Nanma
- Tmp/Tgl lahir
-NIM
- Fakultas
~-Alamat

Pada tanggal 11 Februari.

AGUS KURNIAWAN

Kendsl 15 Februari 1981

03994825

Hukum

Kp. Patukangan Desa Kutoharjo Keco -
Kal iwungu Ksbupaten Kendal.

(1]

e

2003 telsh mengadakan Riset tentang -

Pasertifikatsn Tanah secara massal dengan swadaya masyarakat 4i
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Demikian durat keterangan ini saya buat untuk dipergunsken se -

~perlunya.

Kutoharjo, 11 Februari 2003




PE+ERINT KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA MOROREJO
Alamat s Jalan Akses Arteri Noo, 01 Tilp s (0294) 384583

KETERANGAN RISET

Nomor s o7¢/oa/n/o3

' Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mororejo ﬂ%
Kecémgtan Kaliwungu Kabupaten Kendale
Menerangkan bahwa Mahasiswa UNISSULA SEMARANG yang tersebut di -
bawah ini s |

- Nana
Tempeat /Tgl lahir

"

AGUS KURNIAWAN,
Kendal, 15 Pebruari 1981,

I
"

-NIM s 059914825,
= Fakultas ¢ Hulum, :
~-Alamat s Kp., Patukangan Desa Kutoharjo Kec.

Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Pada tanggal ¢ 11 Pebruari 2003's/d 18 Pebruari 2003 telah menga-
dakan ‘Riset tentang PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL DENGAN SWA
DAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALTWUNGU KABUPATEN KENDAL.

Demikién surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Mororejo, 18 Pebruari Zpo3,




BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Ji. Raya No. 333 Kendal 51314 Telp. (0294) 381570 - 383283 Fax. (0294) 3832¢ 3

SURAT KETERANGAN
Nomaor ; 070/ W_Z /2002

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - PARDJIO WIYONO, SH
NIP. . 016 148 677
Jabatan - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama - AGUS EURNIAWAN
NIM © 03994825
Falultas :  Hulum
Univerzitas - Universitas Izslam Sultan Agung Semarang

Telah mengadakan penélitian di Kanfor Pertanahan Kabupaten Kendal sejak tanggal 6
Januari 2003 sampai dengan 20 Pebruari 2003 dalam rangka penyusunan skripat
dengan judul “PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL™

Demikian Svrat Keterangan Penelitian ini dibuat miuk dapat dipergunakan

seperlunya.

Kendal, 20 Pebruari 2003
ATk rtor Pertanahan

ata Usaha

) /S
A PARES ’Wf‘ ONO. 5H
* o NIP: 010148 677




KANTOR PERTANALIAN KABUPATEN KENDAL
JI. Raya No. 333 Kendal Tlp. (0294) 381570, Fax (0294) 383283

it Jari : r]:ak(f‘m 'H«U‘UXM UW\SUU\' @W

suat ¢ \R - \2 - MV Tgl. Terima  : \D -01-W0%

S;at . ?\l(-m/g [/SA' "H/K(l/w)” . No. Agenda 40

Kepada Yth.
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Kepada Yih, ;
Sdr. Kepala Kantor Perlanahan
. Kabupaten / Kotamadya ...5.7 .

g JFadel

=ngan hormal

ang berlanda langan dlbawah ini .
/!?0 trp

N B M G o o e e e e
Umur .. ‘9/5'[4

Pekerjaan . ‘SL‘”/W'{.". ........................................................................................
Nomor KTP /. 0269, %.3???5.‘...??‘?../ ..........................................

Alamal Da Plowbara..... .

alam hat i berindak untuk dan alas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

Mama T TTTR .~ N / ...............

Umur

Pekenaan
- Nomor K'TH

R N N N Ry N R Y T Y WYY

R Y RN R AN

Alamat .
erdasarkan sural kuasa Nomor ...... o W B | LSRG EE
nQon ini mengajukan permohonan .

@ Pengukuran 8. Pemecahan/Penggabungan Hak

(9 Ronversi/lPendallaran Hal{ - 9. Pendaltaran Hak Tanggungan

3. Pendaflaran Hak Milik Sarusun ~ 10. Roya ates Hak Tanggungan

A4 Pandallaran Tanah Wakaf 11. Penerbitan Serlipikat Pengganli

5. Pendallaran Peralihan Hak 2. Sural Keterangan Pendaftaran Tanah

6. Pendallaran Pemindahan Hak 13. Pengecekan Serlipikal

7 Pendaftaran Perubahan Hak 14. Pencalalan PP ITPEE AP R
tas bidang tanah hak / lanah negara . ‘

Terlelak AN = il U & oabetiat et

7[@&%\%&&&1’ -

............................................ N P P R T TN

Kecamatan ... . /%"U‘“’M“

Desa / Kelurahan

Kabupaten / Kolamadya ‘C"d“‘ e e e e e e e e rer e e tar e
§
Nomor Hak ... .o T e '

L Y I R O R S S

aluk melengkapi permohonan dimaksud, bef;ama |n| kaml lampirkan :
y, FC. r7 P
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SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)

Yang bertanda langan di h.lw'\h inl :

Nama : /E”éf"’”ff ....... R,
Umur ! Do 95 545
Pdkcrjauu :
Nomaor K'IP :
Alamul :

..................................... R Ry R R PR Y P F PR T YT RY T PR PRT P Y

cz;' R365GE Need

.:. L R R R RN R N I I Ry

/ w{/

Shrresecrern R N T TR R R RN R R YT ) R Y Y PR TP RN T R Y

l)ulg.un ini menyatikan bahwa saya dengan llikad baik (cluh menguasal sebldang tanah yang terletak di ¢

Jalan N veverien. Crererseneiree O Cerrerareeeenes et s bratreerttrere e raearanens
RT/RW : 9%@‘” e e s e bbbt sneranes
Desa/Kelurahan L Andaran

A S N D D A S PR

Kab/IKadya : e ’C(’""W' ......
NI D e
Status Tanah N 7 A
Dipergunakan untuk ?4

L}
----------------------------------------- .....-.-..--..o;.---oo-o-.-. Seesereseeerenteiratasren

Batas-batas tanah ; irem; G5, /«)x &
Lty vt~ g? / 1/,
Sehelah Utara : 6/20/ 3 f RN
Sebelah “Timur - /h(d,"n{“ B S R ............cocurinriaeseenens
Scbelah Selatan : /9/"? Y » *'é'f ............ ¥ 000000
Scbelah Baral e /20 gy WP
Bidang tanah tersebul saya peroleh darl ... . s SEJAK tahun ..., yang

sampal saal Inl saya kuasal secara lcrus mencerus, lidak dijadikan/menjadi jamlnan scsualu hulang
dan tdak dalam senpketa.

Sural pernyatasn Ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuly tanggung Jjawab dan saya berscdia
untuk mengangkat sumpah bita diperlukan. Apabila lernyita pernyitaan Inl-tidak benar saya bersedia
dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang,
Lo Nama oL H/ngeww ......................... (P0GEEOAA00A0E000 4 (R
Umur 5284
Pekerjaan
‘Alamal

.......................................................................

I. Nama
Umur
Pekerjaan -1 L 0Tk
Alamal : 0"’

..............................................................................

.............................................

Suksi-saksi
i H. QCGDA(\»N\O
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............................................
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Kepada Yih,

Sdr. Kepala Kanlor Perlanahan
Kabupaten / KKolamadyé Kendsal, ... ...
, KENDAT

LS [T RO PrO P PPTRS P PRPEPEIS

Oengan honmal,
ving berlanda langan dibawah ini .

Nama
Umur
Fekerjaan

Nomor KTP 1 Ll
‘ Dukuh Kunduran, RT.001 RW,.009, Desa Krs jsn kulon,

Alany AN eersessienes veasasnen FO A P P TPTT T erereesrenesinnirserstresenaiesine
Kecamstan Kaliwungu,

Dalam hal it berlindak unluk dan atas nama diri sendin / SoXXX XRWXOXXXXR

Nama

Umur
Pekerjaan
Nomor KTP

Alamal
Berdasarkan surial kuasa NOMOT .oienee.. A o Y @NGOAD creererviaeenemivesneenes BN e enennersees
dengan ini mengajukan permohonan :

( 1), Pengukuran 8. Pemecahan/Penggabungan Hak

2. IKonversi/Pendallaran Hak : 9. Pendallaran Hak Tanggungan

3. Pendallaran Hak Milikk Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan

4. Pendallaran Tanah Wakal 11. Penaibilan Serlipikat pengganti

5. Pendaftaran Peralihan Hek 12, Surat Kelerangan Pendaltaran Tanah

G. Pendafllaran Pemindahan Hak 13. Pengecckan Scriipikat '

7. Pendallaran Perubahan Hak 14, Pencalalan ........cccccccirineiinimreeeianenuisiinniin
Alas hidang lanah hak / lanah negara :-

Terlelak di ... BLOK. SOOI L s

Desa / Kelurahan ... Mororejo. ......................................................................................................

Kecamalan .......... Kaliwung

Kabupaten / Kotamadya

NOMOr Hak .o.ueeeeeeniiieeeceneins eeerenn eeeveennes eeeeeeteteinitrtereaeteesateeeeaathree et e e babs s aes b RN s e e b et e s s Rese s R neetraseenre

Unluk mélcngkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :
Foto Copy KTP. . v .

ST Lo i A 50 Ao 0O O OO OO OO U DTSSR
R surat Keterangan Kepsla Dess Mororejo.
1 TP OO P PP PP PRPPRIY T ceerereren
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besa [lorore jo.

NAMA @ Sumllitall wus  NO, 1848 TEMPAT TINGGAL
rambak SAWAR TANAH KERING
Nomor Menurat kohir Nomor Menunut kohir
Persil | 4 o] desa, kampung Persil | of o) desn, kampung Scbabnja dan
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ANTOR WILAYAH Vil DJP-JAWA TENGAH & @J,X@GY{\ ARTA

ANTG - ELAYANAN PBB SEMASANGR AHG

. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

:"'1

4
“'4. e

A’l‘\\lGUNAN TAHUN  2GC

= NN -

Lo (,-“i.fl'ii.'/"'l -01

-

SPPT (NOP) : 33 |.~ —n . Rl O ARAR I B ) NPWP'
LETAK OBJEK PAJAK NAM 'D7N MAT WAJIB PAJA )
=3 peL DI SUMIRAH l//""/ A/f/“ A
BT o0oh B Do my . SABETAM EI DU /krz G
MO 4 ool a (63
EA e 40
KA bALS {
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS PER M2 JOMLAR
gUMi za, 33| AZY c, QDo iZi, 90t 000
B ARHEURAN ' 2 Q o
JJOP sebagal dasar pengenaan PBB = igi. 08! atile]
[JOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = (0]
1JOP untuk penghitungan PB8 = 121.90c. 000
JJKP (Nilai Jual Kena jajak) - = 121,955, 000 aa 331,000
>gjak Bumi dan Bang' an yang Terulang = =& 2Bi.000 i21.90%
PAJAK BUMI DAN. BANGUNAN YANG HAR /BAYAR i2i. 0%
CERATUS DUA PULLIH SATU R1RLI ‘
TGL. JATUH TEMPO- 21 O3 2001 KE AGK' -OR PELAVARANREB!
TEMPAT PEMBAYARAN
BEE Ea&L RIS EI]

L K] ﬂl'..'l. F'F'L-lll" ‘.|— 2. I‘-L!—Ll
R P S EisY DAN STTS PBB

BUKA MERUPAKAN BUKT! PEMILIKAN HAK
EEGGE010A23E01SAHEA sib03 .. . =208

ug ANA NS,SHMBP
NIP. osoosssos



..~

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Desex/}’el .......................................... Kec. : s s '
PROSES PENYELESAIAN SERT iPIKAT HM/HGB/HGU/HP/nOYNuV[HIP,F’ENEGAQAN HAh . 2
X PROSES PENYELESAIAN / JENIS PEKER_JAAN ' TAI\GGAL | NAMA PETUGAS | * TANDA KETERAANGAN
: . ‘ s , TANGAN ,

. ‘v
Surat—surat masuk diterima pendaftaran
Hak dan Informasi

-

21 Agenda Alde No,

2{Dibukukan di

a. D.i. 303 No,

¢ |b. D301 No : 98’,7’,/’/3’\"/09“ " DUOQ» - l%f

i ) : :
c. DJ.302 No. : ””,7C L2222 ’/ 20072

4 Pengumumaf o. .
5{Pengukuran / SU No. : . “/MON”’(YD//".LDOJZ "% - W2 &N wL
. : ;v
6 Dllan)utkan ke Kasubsm P, ,P!( }PK _ 2= .'),&‘Z)’ZT
_{oleh Konseptor . /,
7|Dilanjutkan ke Kasi : P&PT, oleh Kasubsie ' :
L | P, PeH] PRIC ‘ / -
8| Dilanjutkan ke Kaken oleh Kasl P&PT ' ?/
) ; \ \
9| Kemball ke Kasi P&PT . : | | . / |
“10|Ditukukan di : A A / - / B RV 7/ als
| D.i.208No. /- '//f X 7 . el A
11 |Warkeh No. S BRI ' I

MAR.TQJPR".‘S ES




Kepada Ylh. :
Sdr. Kepala Kanlor Pertanahan

Kabupalen / Kolamadya Kendal‘ ..................
< TR E ............. Aﬁ‘ ...............................
Dengan hormat,
yang berlanda fangan dibawah ini : .
Nama SAMSUL ASHAR . B IN " HA JI SAMSI‘ .....................................................................
Umur : 27t°hun° ...................................................................................................................
Pckerjgan Teni . Lerernaerrnens SOOI PR ST s
Nomor KTP 11002090200475a0001a .............. terereeernes JES PRSP PROR R IO IR
Alamat : Dm‘“hxu“dm’m:RT9001RWc009,DcaaKraJankuld\m
Kesamatan Kaliwungu.
Dalam hal i bertindak untuk dan alas nama diri sendiri / selaku kuasa dari
Nama L e et e R
umur ettt AR eSS S
Pekerjaan 1 e s R e
N L T——| | o ER R ER EER
Alamat R~ T o BT 4 e N s vsesese veeraerene ceeesreer s sbssesssens
Cerdasarkan sural kuasa Nomor oo RN L langgal e T eieiiusessessaeestsisisisraraaaenesaste

dengan ini mengajukan permohonan :

Pemecahan/Penggabungan Hak

1. JPengukuran 8.
( 2.) Jonversi/Pendaltaran Hak ' 9. Pendaltaran Hak Tanggungan
3. Pendallaran Hak Milik Sarusun 10. Roya alas Hak Tanggungan
4. Pendaltaran Tanah Waiat 11. Penerbitan Serlipikat pengganti
5. Pendaftaran Peralihan Hak 12. Surat Kelerangan Pendaftaran Tanah
6. Pendaltaran Pemindahan Hak 13. Pengecekan Serlipikat
7. Pendaltaran Perubahan Hak 14, PenCalalan ......cc..cceevvtmmesserssssasssansnasensssncisenss

Alas bidang tanah hak/tanah negéra =5

Terletak di o BLOK. GBI ORI g orereresresrsscsssenssssss s

T }
Desa / Kelurahan Moroejo. ............................................................................................... serensas

K
KOGAMAIAN orveecvreersereranes alim‘msu’ ...............

Kabupalen / Kotamadya Kondal. ........................................... reeeereeateesreaesebsasR e st r s

.......................................................................................

NOMOT HAK oo eeereeeeretaestate s as e nsenns eeerveeesesnssnessessraaaaen

..............................

Untuk 1 lengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

(th
N H. SAMST,

...........................................................................



